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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembuatan akta hibah oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara (PPATS) yang digugat oleh para ahli waris dari si penghibah setelah si penghibah meninggal
dunia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta hibah yang melebihi batas
maksimum hibah dan pertanggungjawaban Camat sebagai PPATS terkait pembatalan akta hibah yang
melebihi batas maksimum hibah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian doktrinal dengan
tipologi penelitian eksploratif dengan meneliti data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah bagi umat muslim wajib
mengikuti ketentuan berupa rukun dan syarat hibah yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam,
termasuk ketentuan mengenai batas maksimum pelaksanaan hibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian harta
benda si penghibah. Tidak dibenarkan bagi seorang penghibah untuk menyerahkan seluruh harta
kekayaannya. Hal ini dikarenakan walaupun hibah dilakukan saat hidup, penghibah harus memperhatikan
kesgjahteraan keluarga yang ditinggalkan saat ia meninggal. Tidak hanya berdampak bagi pemberi hibah,
hibah juga akan berdampak pada eksistensi ahli waris dan perhitungan harta warisan. Haram hukumnya
apabila hibah yang dilakukan merugikan hak-hak atau bagian yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris.
Dengan demikian, pemberian hibah yang melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
berarti hibah tersebut telah melanggar syarat objektif perjanjian serta melanggar syarat seorang penghibah
sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam sehingga hibah batal demi hukum. Dengan demikian, PPATS
yang membuat akta hibah tersebut dapat bertanggung jawab secara administratif dan perdata. Adapun
tanggung jawab PPATS secara administratif ialah berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara,
pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan secara perdataialah
PPATS dapat dimintakan ganti kerugian. Selain itu, tanggung jawab Camat yang juga merupakan PNS dapat
diberikan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secaratertulis.
...... The background of this research is the making of a grant deed by the sub-district head as Temporary
Land Deeds Official (PPATS) which was sued by the heirs of the grantor after the grantor died. The
problems studied in this research are the validity of the grant deed that exceeds the maximum grant limit and
how is the responsibility of the sub-district head as PPATS regarding the cancellation of the grant deed that
exceeds the maximum grant limit. The research was conducted using doctrinal research with an analytical
exploratory research typology by examining secondary data, which consisted of primary, secondary, and
tertiary legal materials. The results of the study show that the implementation of grants for Muslims must
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follow the provisionsin the form of pillars and conditions for grants that have been determined in the
Compilation of Islamic Law, including provisions regarding the maximum limit for the implementation of
grants of 1/3 (one third) of the grantor's assets. It is not permissible for a benefactor to give up al of his
wealth. Thisis because even though the grant was made while alive, the donor must pay attention to the
welfare of the family left behind when he dies. Not only has an impact on the grantor, the grant will also
have an impact on the existence of heirs and the calculation of inheritance. It is unlawful if the grant made
harms the rights or portion that should be obtained by the heirs. Thus, giving a gift that violates the
provisions of Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law means that the grant has violated
the terms of the purpose of the agreement and violated the conditions of a donor as stipulated in Islamic Law
so that the grant is null and void. Thus, the PPATS who made the grant deed can be responsible
administratively and civilly. Administratively, PPATS responsibilities are in the form of written warning,
temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable discharge, while civilly, PPATS can be asked for
compensation. In addition, the responsibilities of the sub-district head, who is also acivil servant, can be
given disciplinary punishment in the form of an oral warning, awritten warning, or awritten statement of
dissatisfaction.



